BABYV
PENUTUP

Pada bagian ini penulis hendak mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari

hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul penelitian penulis yakni Politik
Hukum Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

1.

Politik hukum merupakan sebuah kebijakan atau pedoman yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagai alat atau cara untuk membentuk suatu sistem hukum nasional
dengan melahirkan produk hukum guna mencapai tujuan negara. Produk hukum yang
dihasilkan tersebut berasal dari politik yang berjalan di suatu negara, setidaknya
begitulah yang terjadi di Indonesia. Berbicara mengenai tujuan negara hal ini diatur di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang
kita ketahui KUHPidana yang berlaku saat ini telah digunakan sejak tahun 1918 yang
berarti di dalamnya tidak terdapat tujuan “asli” dari negara Indonesia itu sendiri.
Berangkat dari hal tersebut, pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan
perubahan terhadap KUHPidana Indonesia guna mewujudkan tujuan negara Indonesia.
Tidak hanya itu, perkembangan zaman juga menjadi salah satu pertimbangan sebab
banyak nilai-nilai yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada pada saat ini.
Salah satu perubahannya adalah mengenai perluasan asas legalitas yang hendak
melindungi keberadaan hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah hukum adat.
Perluasan ini dilakukan akibat kritik-kritik terhadap asas legalitas yang menjadi
penghalang untuk memidana suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai adab
yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan keresahan sebab dengan
adanya asas legalitas hal ini menjamin adanya kepastian hukum tetapi, di sisi lain
keadilan hukum menjadi dipertanyakan. Oleh sebab itu, di dalam KUHPidana Baru
terdapat Pasal 2 ayat (1) yang mengakui hukum tidak tertulis di dalam sistem hukum
pidana Indonesia untuk tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga keadilan
bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat. Dengan adanya perluasan asas
legalitas tersebut tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga pengakuan secara legal
formal terhadap hukum tidak tertulis. Jadi, politik hukum pidana terhadap hukum tidak
tertulis adalah untuk memberikan keadilan bagi korban dan juga pengakuan secara legal
formal terhadap hukum tidak tertulis tersebut.

Pasal 1 ayat (1) dalam KUHPidana yang berlaku saat ini dan dalam KUHPidana Baru
mengatur mengenai asas legalitas yang berarti seseorang tidak dapat dipidana apabila
tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila berbicara
mengenai sifat melawan hukum materiil tentunya yang dapat diterapkan berdasarkan
pasal ini adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebab
Pasal 1 ayat (1) hanya mengatur bahwa hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar
pemidanaan tetapi tidak melarang hukum tidak tertulis sebagai penghapus pidana.
Sedangkan, Pasal 2 ayat (1) KUHPidana Baru menyebutkan bahwa hukum yang hidup
dalam masyarakat dapat dijadikan dasar memidana seseorang yang melakukan tindak
pidana walaupun tindakan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-
undangan dan walaupun terdapat asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat
(1) KUHPidana. Konsekuensi logis dari keberadaan pasal ini adalah berlakunya sifat
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melawan hukum materiil dalam fungsi positif yang mana hal ini memperbolehkan
hukum tidak tertulis sebagai dasar memidana seseorang. Namun, di dalam Pasal 2 ayat
(3) KUHPidana Baru menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut
haruslah tertulis dengan tegas dan jelas di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah
sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan salah satu bentuk
peraturan tertulis sehingga sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif jadi tidak
bisa diterapkan karena pada akhirnya terdapat batasan yang harus tertulis secara tegas
dan jelas di dalam Peraturan Daerah. Hal ini menimbulkan pertentangan antara Pasal 2
ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (3) sebab pada akhirnya sifat melawan hukum materiil
yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah sifat melawan hukum
materiil dalam fungsi negatif yang mana hal ini sudah terakomodir dengan berlakunya
Pasal 1 ayat (1) KUHPidana Baru. Lebih lanjut, apabila berbicara mengenai
perlindungan terhadap hukum tidak tertulis hal ini telah terakomodir melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga sejatinya Pasal 2 ayat (1) KUHPidana Baru
menjadi tidak bermakna.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan, penulis hendak memberikan saran
terhadap hal tersebut sebagai berikut:

1.

Dalam menerapkan kaidah, norma, dan asas hukum hendaknya tidak diterapkan secara
absolut sebab terhadap segala hal yang diterapkan secara absolut dapat menghambat
proses hukum yang dirasa adil bagi masyarakat, kepastian memang hal yang penting
tetapi menurut pendapat penulis, kepastian tanpa keadilan merupakan hal yang tidak
berarti. Selain itu, dalam membentuk suatu regulasi hendaknya memuat original intent
yang sesuai dengan tujuan negara dan tetap memikirkan prinsip-prinsip hukum yang
harus diindahkan.

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan hendaknya memikirkan
substansi secara matang sehingga dapat memberikan kebermanfaatan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat diterapkan secara maksimal sesuai
dengan original intent peraturan perundang-undangan tersebut maka, dengan begitu
tujuan negara dapat tercapai.
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